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Abstract. The phenomenon of sea fencing in Tangerang's coastal areas has sparked various debates from legal,
social and environmental perspectives. This action raises questions regarding compliance with the principles of
international law of the sea, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),
which regulates public access rights to waters. In the context of national law, regulations such as Law No. 32/2014
on Maritime Affairs and Law No. 1/2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands emphasize that
public access to the sea must be managed in a fair and sustainable manner. This research aims to examine the
juridical aspects of sea fencing using the approaches of international law of the sea and Indonesian national law.
The method used is a literature study by analyzing various legal sources, scientific journals, and similar case
studies in other countries. Descriptive-analytical analysis was conducted to assess the conformity of sea fencing
with UNCLOS principles as well as its impact on the rights of coastal communities and the environment. The
results of the study show that sea fencing in coastal Tangerang has the potential to violate the principles of
UNCLOS 1982 and harm coastal communities who depend on the sea as a source of life. In addition, this action
also risks causing ecological impacts that can disrupt the balance of the coastal environment. Therefore, stricter
regulations and effective supervision are needed to ensure that marine area utilization policies remain in line
with international and national law and do not harm the public interest.
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Abstrak. Fenomena pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang telah memicu berbagai perdebatan dari sudut
pandang hukum, sosial, dan lingkungan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
1982, yang mengatur hak akses publik terhadap perairan. Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap laut harus
dikelola secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pemagaran laut
menggunakan pendekatan hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan
adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, dan studi kasus serupa di negara
lain. Analisis deskriptif-analitis dilakukan untuk menilai kesesuaian pemagaran laut dengan prinsip-prinsip
UNCLOS serta dampaknya terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemagaran laut di pesisir Tangerang berpotensi melanggar prinsip UNCLOS 1982 serta merugikan
masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Selain itu, tindakan ini juga berisiko
menimbulkan dampak ekologis yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu,
diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan
wilayah laut tetap sejalan dengan hukum internasional dan nasional serta tidak merugikan kepentingan publik.

Kata Kunci: Akses Publik, Lingkungan Pesisir, Pemagaran Laut, UNCLOS 1982.
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1. PENDAHULUAN

Fenomena pemagaran laut yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang telah
menimbulkan berbagai perdebatan dari perspektif hukum, sosial, dan lingkungan. Keberadaan
pagar laut ini dianggap sebagai upaya pihak tertentu untuk membatasi akses masyarakat
terhadap wilayah perairan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh publik. Dalam konteks
hukum laut internasional, tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan laut secara
global.

UNCLOS 1982 mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam mengelola wilayah
perairan mereka, termasuk hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
Salah satu prinsip utama dalam konvensi ini adalah kebebasan navigasi dan akses terhadap
sumber daya laut yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemagaran laut yang
dilakukan di pesisir Tangerang perlu dikaji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam hukum laut internasional, terutama dalam kaitannya dengan hak akses publik
terhadap perairan (Windradi & Wahyuni, 2020).

Di Indonesia, pengelolaan wilayah laut juga diatur dalam berbagai regulasi, seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi ini menegaskan bahwa akses
terhadap sumber daya laut harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan
memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir yang telah lama bergantung pada laut sebagai
sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemagaran laut yang dilakukan oleh pihak tertentu,
baik swasta maupun pemerintah, harus memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan
lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Selain permasalahan hukum, pemagaran laut juga memiliki dampak sosial yang
signifikan. Banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada sektor
perikanan dan aktivitas maritim lainnya merasa dirugikan akibat terbatasnya akses mereka ke
laut. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pihak yang melakukan
pemagaran, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah
tersebut. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap fenomena ini tidak hanya penting dalam
konteks hukum laut internasional tetapi juga dalam kaitannya dengan kebijakan nasional yang

mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak dalam pemanfaatan laut.
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Di tingkat global, berbagai negara telah menghadapi permasalahan serupa terkait
pembatasan akses ke wilayah perairan. Beberapa negara menerapkan kebijakan tertentu untuk
mengatur pemanfaatan laut demi kepentingan ekonomi atau keamanan, namun tetap
memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum laut internasional. Oleh karena
itu, pembelajaran dari kasus-kasus serupa dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana
Indonesia seharusnya menangani permasalahan ini tanpa melanggar ketentuan internasional
maupun mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari pemagaran
laut di pesisir Tangerang dengan menggunakan pendekatan hukum laut internasional. Kajian
ini akan mengeksplorasi apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS
1982 dan regulasi nasional terkait kelautan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas
dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat pembatasan akses ke laut serta kemungkinan
solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam
memahami lebih jauh isu-isu hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia.
Apakah tindakan pemagaran laut di pesisir Tangerang telah sesuai dengan ketentuan hukum
laut internasional, khususnya UNCLOS 1982? Bagaimana implikasinya terhadap akses publik

dan kebijakan kelautan nasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai
pendekatan utama dalam menganalisis fenomena pemagaran laut di pesisir Tangerang. Studi
literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber
hukum yang relevan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sumber-sumber yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan
perundang-undangan, dokumen resmi dari lembaga internasional seperti UNCLOS 1982, serta
artikel-artikel ilmiah yang membahas isu terkait.

Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan
fenomena pemagaran laut, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta
menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kajian ini juga
menggunakan pendekatan normatif untuk meneliti aspek regulasi dan norma hukum yang
berlaku, baik dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada berbagai studi kasus dari negara lain yang

mengalami permasalahan serupa terkait pembatasan akses laut. Dengan melakukan
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perbandingan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola kebijakan yang efektif dan solusi
hukum yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pemagaran laut dan

implikasinya terhadap masyarakat pesisir serta lingkungan laut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemagaran laut di pesisir Tangerang menimbulkan berbagai implikasi hukum yang
perlu dikaji lebih dalam dalam perspektif hukum laut internasional dan hukum nasional. Salah
satu permasalahan utama adalah apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan UNCLOS
1982 yang mengatur hak akses publik terhadap laut. UNCLOS menetapkan bahwa setiap
negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan navigasi dan akses terhadap sumber
daya laut, terutama di wilayah yang bukan merupakan bagian dari laut teritorial suatu negara
(Damayanthi, 2022).

UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur hak
dan kewajiban negara dalam pemanfaatan sumber daya laut. UNCLOS menegaskan bahwa
kebebasan navigasi harus tetap dijamin di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Jika
pemagaran dilakukan pada area yang menghalangi jalur navigasi publik, maka tindakan ini
dapat dianggap bertentangan dengan prinsip UNCLOS. Pemagaran laut yang menghambat
akses nelayan dan masyarakat setempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan ini. UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur laut teritorial
mereka, namun pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat
yang bergantung pada laut.

Dalam konteks hukum nasional, pemagaran laut harus memperhatikan peraturan
mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang telah diatur dalam berbagai undang-undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak
untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, jika pemagaran
laut di Tangerang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, maka
tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak masyarakat pesisir (Roigoh, 2025).

Selain aspek hukum, dampak sosial dari pemagaran laut juga tidak dapat diabaikan.
Banyak nelayan yang mengandalkan wilayah perairan tersebut untuk mencari nafkah. Dengan
adanya pembatasan akses, mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka,

yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka. Konflik sosial
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antara masyarakat dengan pihak yang melakukan pemagaran juga menjadi tantangan yang
harus diatasi oleh pemerintah.

Dari perspektif lingkungan, pemagaran laut dapat mengganggu ekosistem pesisir yang
memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan. Terumbu karang, hutan mangrove,
dan ekosistem laut lainnya dapat terdampak oleh pembangunan struktur pemagaran yang tidak
memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, studi mengenai dampak
ekologis dari pemagaran laut menjadi aspek penting dalam kajian ini.

Dalam menghadapi permasalahan ini, solusi hukum yang dapat diterapkan antara lain
adalah dengan menguatkan regulasi mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan memberikan
penegasan bahwa akses terhadap laut harus tetap dijamin bagi masyarakat pesisir. Pemerintah
juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pihak swasta
maupun pemerintah daerah agar sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Selain aspek hukum dan sosial, pemagaran laut juga memiliki dampak ekologis yang
perlu diperhatikan. Jika pemagaran dilakukan di area yang memiliki ekosistem penting seperti
terumbu karang atau hutan mangrove, maka hal ini dapat merusak habitat berbagai spesies laut.
Struktur pemagaran dapat mempengaruhi pola arus laut, yang berpotensi mengganggu
distribusi nutrisi dan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Kemudian, jika akses ke wilayah
tangkap utama terganggu, maka populasi ikan yang bergantung pada ekosistem pesisir dapat

menurun akibat perubahan habitat dan eksploitasi yang tidak seimbang (Anis & Sinaga, 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemagaran laut di
pesisir Tangerang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan lingkungan yang
memerlukan perhatian serius. Dari perspektif hukum laut internasional, tindakan ini harus
sesuai dengan UNCLOS 1982 yang menjamin hak akses publik terhadap laut. Dari sisi hukum
nasional, pemagaran laut harus memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir serta keseimbangan

lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut.
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